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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRASI BERUPA DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN
SETERUSNYA DI PROVINSI

SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah
khususnya Pajak Daerah, Pemerintah Daerah memberikan
insentif kepada masyarakat berupa penghapusan dan
pengurangan denda pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penghapusan dan
pengurangan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
pada tanggal 18 bulan Agustus sampai dengan tanggal 17
bulan September Tahun 2016, masih banyak wajib pajak
yang belum terlayani sehingga perlu diperpanjang
pelaksanaan penghapusan dan pengurangan sanksi
administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan
Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi
Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
26 Tahun 2016 tentang Penghapusan dan Pengurangan
Sanksi Administrasi Berupa Denda Keterlambatan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan
Pokok  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan
seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016;

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan –
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 10);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun
2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK  BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN
SETERUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2016.
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Pasal I
Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penghapusan dan Pengurangan
Sanksi Administrasi Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok  Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 469) diubah sebagai
berikut :

Pasal 8
Pemberian Penghapusan dan Pembebasan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini
diperpanjang selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 19
September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 September 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 473

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004


